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Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? 
Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO 

 
16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia 

Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal 
Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut 

 
MEDAN, INDONESIA (7 November, 2013)— Anggota RSPO melanggar hak-hak masyarakat adat dan 
masyarakat lokal di kawasan hutan dan lahan gambut di negara-negara tropis dunia, menurut satu 
publikasi kajian baru yang diluncurkan hari ini. Kajian tersebut merinci kinerja 16 kegiatan perusahaan 
kelapa sawit, banyak dijalankan oleh anggota RSPO, melaporkan tentang kegagalan mereka untuk 
menjunjung tinggi HAM dan standar lingkungan yang diwajibkan. 
 
“Sejak dibentuknya delapan tahun lalu, RSPO telah menetapkan standar yang baik tetapi banyak 
perusahaan anggota tidak memenuhi janji-janji diatas kertas tersebut,” kata Norman Jiwan, Direktur 
Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia, organisasi HAM berkedudukan di Jakarta. “RSPO masih 
dapat memenuhi tantangan ini jika RSPO memberikan pemulihan atas berbagai dampak perusahaan 
anggota terhadap masyarakat, tetapi untuk tercapainya hal itu kita perlu penegakan yang lebih ketat. 
Kredibilitas organisasi RSPO menjadi taruhan.” 
 
Buku Konflik atau Mufakat? Sektor minyak sawit di persimpangan, menguraikan kasus-kasus produsen 
minyak sawit telah gagal mendapat persetujuan dari masyarakat – proses yang diwajibkan oleh RSPO 
berdasarkan mandat PBB yang dikenal sebagai keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). 
Temuan-temuan tersebut juga mendukung bukti-bukti dampak merusak yang disebabkan 
pengembangan minyak sawit bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. 
 
Para pendukung berencana menyebarkan kajian ini di pertemuan tahunan RSPO yang berlangsung 11-14 
November di Medan, Sumatra Utara. Sasaran rencana mereka fokus dalam tiga tema: 

 Rantai pasok — perjalanan minyak sawit dari perkebunan ke pabrik pengolahan sampai rak 
supermarket harus transparan dan terlacak utuh. 

 Penegakan — mandat dan kapasitas RSPO mengesahkan lembaga sertifikasi harus diperluas dan 
ditegakan serta prosedur pengaduan dan mekanisme resolusi konflik lebih 
bergigi. 

 Komitmen – janji-janji anggota RSPO menghormati HAM dan standar lingkungan harus 
ditegakan lebih tegas dan tidak diperlakukan sebagai pilihan. 
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Meningkatnya permintaan global akan minyak sawit memicu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa 
sawit sepanjang hutan-hutan Asia Tenggara dan Afrika. Keprihatinan mengenai berbagai dampak 
lingkungan dan sosial mendesak pembentukan Roundtable on Sustainable Palm Oil tahun 2004. RSPO 
menjalankan sebuah standard sertifikasi untuk kegiatan usaha yang menghormati hak-hak masyarakat 
adat dan masyarakat lokal yang hidup dalam lahan yang terdampak oleh perkebunan dan juga 
melingungi tanah dan hutan dengan nilai konservasi tinggi. 
 
“Begitu banyak upaya diinvestasikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa RSPO dan International 
Finance Corporation, tapi hasilnya sedikit,” kata Jefri Saragih, Eksekutif Direktur Sawit Watch, salah satu 
anggota RSPO. “Kami bisa tunjukan satu atau dua hasil yang baik dilapangan, tetapi masih ada ribuan 
konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit di Indonesia saja, dan masalah tersebut kini semakin 
meluas ke wilayah-wilayah lain di Asia dan Afrika. Kami mendesak satu tanggapan segera dan meluas 
atas krisis ini.” 
 
Walaupun beberapa dari perusahaan anggota RSPO sudah mengesahkan standar dan prosedur 
operasional yang baru, memperbaiki praktek mereka diatas kertas, dan bahkan menerima sertifikat 
untuk beberapa cabang kegiatan usaha mereka, kenyataan di lapangan menyimpulkan bisnis-seperti-
biasa. Pejabat senior perusahaan mungkin sudah bersedia menjalankan pendekatan baru, tetapi sering 
kali para manejer operasional di lapangan – tidak ada pelatihan wajib dan insentif – gagal menanggapi. 
Prosedur untuk memberikan pemulihan bagi masyarakat korban sangat buruk. 
 
“Dibalik kegagalan 'praktek terbaik sukarela' ini adalah hukum dan kebijakan nasional yang menolak 
atau mengabaikan hak-hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal,” Marcus Colchester, Penasehat 
Kebijakan Senior di Forest Peoples Programme, sebuah organisasi HAM internasional. “Dalam berlomba 
cepat menggalakan investasi dan ekspor, pemerintah menginjak-nginjak hak-hak rakyat mereka sendiri. 
Para investor, pengecer, pabrik pengolah barang jadi dan pedagang dunia harus tegas meminta minyak 
sawit bebas konflik, dan pemerintah nasional harus memperbaiki permainan mereka dan menghormati 
hak-hak masyarakat.” 
 
Indonesia Memimpin dalam Produksi Minyak Sawit dan Deforestasi 
 
Asia Tenggara dalam pusat dari industri minyak sawit. Indonesia, dimana pertemuan RSPO akan 
berlangsung, adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, dengan 10.8 juga hektar lahan 
ditanami pohon kelapa sawit, satu angka diperkirakan meluas hingga lebih dari 20 juta hektar—lebih 
dari 10 persen seluruh luas daratan Indonesia — hingga tahun 2020. Indonesia juga menempati 
peringkat ketiga di dunia untuk emisi karbon dioksida, terutama karena deforestasi dan kerusakan lahan 
gambut Indonesia. 
 
Banyak perkebunan Indonesia, dengan pabrik pengolahan dan fasilitas lainnya dalam rantai pasok 
minyak sawit, berkedudukan di Sumatra, sehingga menjadikan Medan ibukota tidak resmi industry 
minyak sawit Indonesia. Kota ini menjadi panggung untuk teater jalanan dan protes selama pertemuan 
RSPO. 
 
Forest Peoples Programme, Sawit Watch and Transformasi untuk Keadilan Indonesia menerbitkan kajian 
investigatif berkerjasama dengan 17 organisasi dan pendukung mitra dari internasional, nasional dan 
akar rumput di negara-negara produsen minyak sawit terbesar: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, 
Kamerun dan Republik Demokrasi Kongo. 
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Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan: Tidak dilaksanakan dan Kurang ditegakkan 
 
Ada 16 studi kasus dalam kajian tersebut mengungkapkan bahwa proses RSPO telah menyebabkan 
terjadinya pemahaman yang lebih baik atas banyak persoalan penting, baik untuk masyarakat dan 
perusahaan, dalam mencapai 'pembangunan berkelanjutan' berdasarkan penghormatan terhadap HAM. 
Sejumlah perbaikan procedural mungkin menyediakan suatu dasar untuk penyelesaian konflik lahan, 
dan beberapa perusahaan telah menanggapi dengan baik dan menyelaraskan operasi mereka untuk 
lebih baik menampung sumber mata pencaharian dan tuntutan masyarakat. 
 
Tetapi banyak anggota RSPO menjalankan proses yang sangat singkat dalam mendapatkan keputusan 
persetujuan masyarakat yang jauh dari ‘bebas', ‘didahulukan’ and ‘diinformasikan.’ Di wilayah konsesi 
PT Permata Hijau Pasaman I, anak perusahaan multinasional Wilmar International berkedudukan di 
Singapura, di Sumatra Barat, Indonesia, proses pembebasan lahan bercirikan konsultasi selektif antara 
perusahaan dan perwakilan masyarakat yang terkooptasi. Dalam kasus Tanjung Bahagia Sdn Bhd, anak 
perusahaan Genting Plantations, tanah dan hutan terusa digusur dan ditanami meskipun masyarakat 
bersikukuh menolak. 
 
Banyak perusahaan juga gagal mengikuti prosedur RSPO dengan mengabaikan langkah-langkah 
prasyarat untuk mengakui hak-hak adat. Di Kalimantan Barat, Indonesia, terjadi kolusi manipulasi 
konsep hak adat oleh staf dari PT Agrowiratama, anak perusahaan kelompok Musim Mas, lebih 
memihak elit lokal daripada masyarakat panggarap lahan Melayu setempat. Di Kalimantan Timur, 
Indonesia, PT Rea Kaltim Plantations, dimiliki oleh perusahaan Inggris REA Holdings PLC, tidak 
melakukan pemetaan partisipatif atau penelitian kepemilikan tanah sebelum pembebasan lahan. 
Meskipun begitu, hal ini telah diakui oleh perusahaan dan pemetaan telah dimulai. 
 
Kurang Penegakan Memicu Konflik dan Pengunduran dari RSPO 
 
Penistaan hak kerapkali memicu konflik yang tidak berimbang, saat protes dari masyarakat lokal 
dihadapkan dengan penangkapan dan kekerasan fisik. SG Sustainable Oils Cameroon PLC di Selatan 
Barat Kamerun, dimiliki oleh perusahaan Amerika Herakles Farms, sebenarnya mundur dari RSPO bulan 
September 2012 sebagai reaksi terhadap pengaduan resmi terhadap dirinya dan kritik meluas atas 
proyek perusahaan. Di PT Permata Hijau Pasaman I, konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal 
mengarah pada sejumlah penangkapan dan tunggakan satu perkara pengadilan di Pengadilan Tinggi di 
Indonesia. 
 
Kajian tersebut juga menunjukan bahwa mekanisme resolusi konflik yang ada, termasuk milik RSPO, 
belum menghasilkan nyata bagi masyarakat lokal. Proses resolusi konflik International Finance 
Corporation (IFC) Compliance Advisor/Ombudsman (IFC CAO) dan RSPO, kendati membentuk beberapa 
preseden penting, sayangnya kurang mandat dan kapasitas utnuk memulihkan banyak sengketa antara 
perusahaan dan masyarakat. 
 
Kurang niat baik dan transparansi perusahaan semakin memperparah keberhasilan mekanisme IFC CAO. 
Sebagai contoh, dalam PT Asiatic Persada (PT AP) di Jambi, mediasi IFC CAO digagas tahun 2012, setelah 
perusahaan menggusur pemukiman masyarakat yang menolah ke sungai-sungai kecil terdekat, terhenti 
total akibat PT AP dijual oleh Wilmar tanpa konsultasi dengan anggota masyarakat yang terlibat dalam 
proses mediasi. Wilmar benar-benar cuci tangan dan masalah yang Wilmar ciptakan sendiri. 
 



“RSPO hanya berhasil jika komitmen para anggotanya buat adalah sungguh-sungguh,” simpul Marcus 
Colchester dari Forest Peoples Programme. “Sertifikasi RSPO tidak dimaksudkan menjadi satu 
permainan pasar. Harusnya sertifikasi ditujukan untuk menunjukan satu pengabdian sepenuh hati untuk 
menghormati hidup dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan tanah yang 
mereka sebut sebagai rumah. Sebagai anggota RSPO kami mendesak RSPO sebagai satu kesatuan untuk 
mempertegas kembali komitmen ini dan menjalankannya.” 
 
# # # 
 
Forest Peoples Programme (FPP): 
FPP bekerja dengan masyarakat penghuni hutan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, untuk membantu mereka 
mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka, mendirikan organisasi mereka sendiri, dan bernegosiasi dengan 
pemerintah dan perusahaan dalam menentukan cara terbaik untuk melestarikan dan mewujudkan pembangunan 
ekonomi di lahan mereka. Visi dari organisasi ini adalah hutan yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat 
penghuni hutan dalam cara yang menjamin kelangsungan mata pencaharian, keadilan, dan kesejahteraan yang 
didasarkan pada penghormatan atas hak, pengetahuan, kebudayaan, dan identitas mereka. FPP juga telah 
melakukan kerja yang ekstensif di Asia Tenggara tentang pluralisme hukum serta kesempatan dan tantangan yang 
dialami oleh masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai akibat dari rezim hukum plural. Sebagai tambahan, FPP 
juga terlibat dalam penelitian, advokasi, dan kerja lapang terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit di Asia 
Tenggara dan dampak sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Untuk informasi lebih lanjut 
silakan kunjungi www.forestpeoples.org. 

 
Sawit Watch: 
Sawit Watch didirikan pada tahun 1998 dan sejak saat itu telah membangun jaringan dengan lebih dari 130 
anggota dan kontak lokal yang bekerja dengan puluhan komunitas lokal di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 
Mandat Sawit Watch adalah untuk mendukung komunitas lokal yang kehilangan hutan dan mata pencaharian 
mereka sebagai akibat dari ekspansi kelapa sawit skala besar, dan untuk mendukung komunitas penghuni hutan 
yang terus menolak pembangunan ini. Melalui mandat ini, Sawit Watch bekerja menuju konservasi dan restorasi 
bagi hutan di Indonesia dan mempromosikan kesepakatan terbaik yang paling mungkin bagi komunitas tersebut, 
yang memilih untuk hidup di tengah perkebunan kelapa sawit. Selain aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran 
komunitas, mereka terlibat dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan hak atas lahan mereka dan 
mempertahankan hukum tradisional (adat) mereka. Sawit Watch juga membantu komunitas untuk 
mengembangkan atau mempertahankan pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, 
dan ekologi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sawitwatch.or.id.  

 
Transformasi untuk Keadilan INDONESIA: 
Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK INDONESIA) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) 
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta yang berkerja mendorong terwujudnya hak konstitusional rakyat menuju 
keadilan, kesejahteraan dan jatidiri bangsa Indonesia. Tujuan TuK INDONESIA adalah pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan keadilan, HAM, solidaritas sosial, peningkatan 
kapasitas mayarakat, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi pasar dan modal, yang akan melahirkan Indonesia 
yang bebas dari praktek korupsi, jaminan kepastian hukum, kelestarian lingkungan hidup, hutan dan sumber daya 
alam, integrasi sosial dan keberpihakan Negara yang menghasilkan kesejahteraan rakyat. Untuk informasi lebih 
lanjut, silakan kunjungi www.tuk.or.id    
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